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Assalamu’alaikum Wr.Wb;

Salam Sejahtera bagi kita semua;

Yth. 
Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM selaku Wakil Pemerintah;

Yth. 
Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI;


Pertama tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya kita dapat menghadiri Rapat Kerja dalam keadaan sehat wal’afiat, guna mengawali pelaksanaan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.


Pada kesempatan ini, perkenankan Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM selaku wakil dari Pemerintah yang telah hadir untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.

Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah 

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI;


Upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada prinsipnya adalah untuk semakin menyempurnakan upaya pelembagaan partai politik. Secara garis besar bertujuan membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutment keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. 


Partai politik dapat semakin memaksimalkan fungsinya baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutment politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.


Permasalahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik:


Pertama, banyaknya jumlah partai politik di Indonesia yang menimbulkan dilema bagi demokrasi sebab banyaknya organisasi peserta pemilu yang pada gilirannya mempersulit tercapainya pemenang mayoritas sehingga menjadi kendala bagi terciptanya pemerintahan dan politik yang stabil. Bermunculannya partai politik baru juga ditunjang oleh ketentuan pembentukan partai politik yang terlalu mudah. Penyederhanaan partai politik juga terkendala oleh belum terlembaganya sistim gabungan partai politik yang terbangun di Parlemen. Gabungan politik yang tercipta cenderung bersifat instant, lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek, dan belum berdasarkan platform dan program politik yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu dan bersifat permanen.


Kedua, belum terlembaganya partai sebagai organisasi moderen dimana sikap dan perilaku partai politik belum terpola atau sistemik sehingga belum terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistim demokrasi. Lemahnya pelembagaan partai politik terutama disebabkan oleh belum munculnya pola partai kader. Partai politik cenderung membangun partai massa yang aktivitasnya meningkat hanya menjelang pemilu dimana sistim keanggotaan amat longgar, karena belum memiliki sistim seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta belum mengembangkan sistim pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Lemahnya pelembagaan sistim kepartaian juga dapat dilihat dari belum tersedianya pengaturan yang dapat dijadikan pedoman untuk membekukan kepengurusan partai politik, baik untuk kepengurusan tingkatan pusat, tingkat propinsi, maupun tingkat kabupaten/kota. Problem lain yang dihadapi adalah upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sekalipun masih menemukan kendala kultural dan struktural.


Ketiga, belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh Partai Politik, baik fungsi partai politik terhadap Negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat. Partai politik belum memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta rekrutment politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti, tidak ada rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Akibatnya partai politik tidak memiliki program yang jelas dalam hal bagaimana melakukan pendidikan politik bagi masyarakat, melakukan artikulasi dan agregasi kepentingan, membangun sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk menjembatani rakyat dengan pemerintahan. 


Keempat, belum munculnya kemandirian partai yang terkait dengan pendanaan yang tidak memadai dari iuran anggota dan subsidi Negara. Karena iuran anggota sebagian besar tidak jalan maka partai tergantung pada sumbangan dari pemerintah.Iuran dari anggota tidak jalan karena partai umumnya bersifat massa, lemahnya mekanisme hadiah dan ganjaran dalam internalpartai dan tidak adanya mekanisme pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengakuntasian dan pelaporan, mengakibatkan tidak terwujudnya laporan pertanggungjawaban keuangan akhir tahun partai yang transparan, akuntabel dan auditable.


Kelima, mudahnya syarat bagi pembentukan partai politik yang turut menyokong lemahnya pelembagaan partai politik.


Perubahan atas Undang-Undang tentang Partai Politik dimaksudkan untuk penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, khususnya mengenai Persyaratan Pendirian Partai Politik, Persyaratan Partai Politik menjadi Badan Hukum, Persyaratan Rekening Partai Politik Pada Saat Membentuk Partai Politik, Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Rekrutmen Politik, Bantuan keuangan bagi Partai Politik, Sumbangan untuk Partai Politik, dan Pengelolaan Keuangan Partai Politik.
Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM selaku wakil Pemerintah

Saudara Pimpinan dan Para Anggota Komisi II DPR RI;


Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ini, secara garis besar memuat 13 (tiga belas) perubahan ketentuan, yakni sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum

Pasal 1 angka 7 diubah. Perubahan ini dari kata “Departemen” menjadi “Kementerian” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

2. Pasal 2 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah. Perubahan ini tentang “Partai Politik didirikan dan dibentuk dengan akta notaris oleh paling sedikit 1000 (seribu) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tersebar paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi”. Ketentuan ini merubah dari yang sebelumnya “hanya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Indonesia menjadi 1000 (seribu) orang Warga Negara Indonesia yang tersebar paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi”.
Ketentuan Pasal 2 ayat (4) ditambahkan huruf g, huruf h dan huruf k, yaitu tentang Anggaran Dasar (AD) yang memuat tambahan tentang “mekanisme rekrutmen anggota partai politik dan jabatan politik, mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota antar waktu di DPR dan DPRD, serta mekanisme dan tingkatan kaderisasi”.
3. Pasal 3
Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf d dan huruf e diubah. Perubahan dalam Pasal ini terkait dengan “kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan” dari yang sebelumnya “kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan”.
Serta penambahan ketentuan tentang “rekening atas nama Partai Politik dengan dana simpanan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)” dari ketentuan yang sebelumnya “tidak menyebutkan nilai nominal”.
4. Pasal 4
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah. Perubahan ini dari kata “Departemen” menjadi “Kementerian” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
5. Pasal 5
Ketentuan Pasal 5 diubah. Perubahan dalam Pasal ini mengatur tentang “AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan Partai Politik dan Perubahan AD dan ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik”. Serta “Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan” dari ketentuan yang sebelumnya “paling lama 14 (empat belas) hari”
6. Pasal 23
Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah. Perubahan ini dari kata “Departemen” menjadi “Kementerian” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
7. Pasal 29
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan (1b). Perubahan dalam Pasal ini mengatur tentang “Rekrutmen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan secara demokratis melalui pelatihan kaderisasi dan seleksi sesuai dengan AD dan ART Partai Politik” dan “Rekrutmen anggota partai politik dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus)”.
8. Pasal 34
Di antara Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 34 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4) diubah, Pasal ini mengatur tentang “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik maupun masyarakat” dan mekanisme pengaturan “Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik yang diatur dengan dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 35
Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah. Perubahan dalam Pasal ini terkait “besaran nilai sumbangan bagi perusahaan dan/atau badan usaha yang diterima partai politik” dari yang sebelumnya “Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)” menjadi “Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah)” per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. 
10. Pasal 39
Ketentuan Pasal 39 diubah. Perubahan dalam pasal ini terkait “Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel, dan Pengelolaan keuangan Partai Politik diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik, serta Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi laporan neraca dan laporan arus kas”.
11. Pasal 45
Ketentuan Pasal 45 diubah. Perubahan ini dari kata “Departemen” menjadi “Kementerian” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

12. Pasal 47

Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, Perubahan dalam pasal ini terkait “Pelanggaran terhadap ketentuan pembentukan partai politik dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian”.

13. Pasal 51
Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, perubahan ini terkait dengan “Ketentuan Peralihan” yaitu “Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dan Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Kementerian sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini, serta penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik”.


Demikian secara ringkas penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memuat latar belakang, tujuan dan tata cara pelaksanaan dari substansi Undang-Undang tersebut. 
Jakarta, 25 November 2010
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